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KEPALA DESA SENDANGDUWUR
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGDUWUR

; NOMOR : 1 TAHUN 2019

: TENTANG

: RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGDUWUR

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

| c. bahwa berdasarkan perﬁmbangan sebagaimana

3‘ dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa Desa Sendangduwur Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 ‘Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor

4221);
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10.

11.

12,

13.

Unfiang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Nomor .82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. 1IZeraturam Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

T:Iauturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

n 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 6);
21, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2012 Nomor 1);
292. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-
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2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 3);
23.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22).
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015
Nomor 34).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR
dan
KEPALA DESA SENDANGDUWUR
MEMUTUSKAN :
. Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  KERJA
b PEMERINTAH DESA SENDANGDUWUR TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sendangduwur

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

6. Daerah adalah Kabupaten Lamongan .

7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

9. Bupati adalah Bupati Lamongan.

10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai |
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 3
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
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23. Anggaran
1 APg%esa al;Z?:;patan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
dibah . rencan‘a keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yan

; ahas dan disepakati bersama oleh P i e

Permusyawaratan Des : ole emerintah Desa dan Badan

B4, Dana Desa adalan a, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

belanja —— ?’andm:i? yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

M oaran pendapatai dfnel‘tl)lerllat‘l:szn bagi Desa yang dltransfef melalui

untuk  membiavai ja daerah kabupafen/kota dan digunakan

Pembangunan y ) bpenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

R okt » pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

25. ya;’lkgazlitlzina Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
Dacet i tr)na kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

B 26 Drofil De ulc)iaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Y meliputs S:li taL alah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang

- ata dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya

E . usia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan

- V?;?ZJ;:lzh dan permasalahan yang dihadapi di desa.

28. Misi. ea Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

. : adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan

sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BABII
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

e

o T e R S
R g ey e A

Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Sendangduwur Tahun 2020 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB [ PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika
BAB 1I GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
Visi — Misi Kepala Desa
Data kemiskinan dan Profil Desa
Kebijakan Pendapatan Desa
Kebijakan Belanja Desa
. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Berdasar Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP
Desa Tahun 2019
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
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BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :
A. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa
Tahun Anggaran 2020
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa

Tahun Anggaran 2020
C. Pagu Indikatif Program Kegiatan masing-masing
Bidang/Sektor
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2020

2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2020
(DU-RKP Desa)

Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2020
Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020
Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP
Desa

b 7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan
o Perdes RKP Desa Tahun 2020

. (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum
: dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

ou s w

i Pasal 3

r Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan
' pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
" kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiva khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas

dan

disep
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

akati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya
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Pasal 7

rdasarkan | .
Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun

ol Pasal 8
e he.\l yang belum diatur dalam Per
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebi

(2) PeraFuran Desa ini mulai berlaku pada tangg
gar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

aturan Desa ini, sepanjang
h lanjut oleh Kepala Desa.

al diundangkan.
an Peraturan

Ditetapkan di Desa Sendangduwur
Pada tanggal 27 September 2019
PJ. Kepala Desa Sendangduwur

TP

IKSAN
NIP : 19701007 2007 01 1014

Diundangkan di Desa Sendangduwur
Pada/’l’anggalfz? September 20 19
Sﬁ{A<r.e‘t'a'r’i!s'~ Desa Sendangduwur
,o‘-':',f” '

f A2 L e

r Tahun 2019 Nomor ¥

LAy

ABIB MAZIZ ZAFIDA, SE

endangduwu

oo™
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